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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan Pembahasan diatas, maka dapat di tarik 

kesimpulan mengenai Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information 

Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari 

Konvensi Chicago Tahun 1944 sebagai berikut : 

Pada dasarnya Perjanjian Flight Information Region telah di 

isyaratkan dalam Konvensi Chicago 1944 Chapter IV Measures To Facilitate 

Air Navigation on Article 22 Facilitation of formalities yang menyatakan 

bahwa Setiap Negara Kontrak setuju untukmenerapkansegala tindakan dalam 

prakteknya, dengan adanya peraturan khususatau dengan cara lain, untuk 

memudahkan dan mempercepatnavigasi pesawatdi wilayah negara kontrak. 

Selain dalam article 22 Konvensi Chicago Tahun 1944, Chapter XV Airports 

And Other Air Navigation Facilities On Article 68 Designation Of Routes 

And Airports Konvensi Chicago Tahun 1944 mengisyaratkan adanya 

perjanjian khusus untuk memenuhi pengaturan di bidang udara namun tetap 

harus mengindahkan segala ketentuan dalam Konvensi Chicago Tahun 1944 

serta menghormati segala rute yang telah ditetapkan oleh Negara-Negara 

Kontrak dan di setujui oleh International Civil Aviation Organization 

(ICAO).  

 

 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiv7Kap_cLLAhWMGI4KHdqMAdoQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icao.int%2F&usg=AFQjCNG8dkiYhcc28714BpVjwwGI7nytkA&bvm=bv.116636494,d.dGY&cad=rja
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Melihat Perkembangan di bidang udara semakin besar sehingga lahir 

ketentuan Annex untuk melengkapi Pengaturan Internasional di bidang 

udara. Dalam Ketentuan Annex 11 paragraf 2.1 Konvensi Chicago 1944 

memberikan dasar hukum yang kuat terhadap Perjanjian Flight Information 

Region, Ketentuan Annex 11 paragraf 2.1 Konvensi Chicago 1944 

menyatakan bahwa Negara Kontrak akan menentukanwilayah yurisdiksi 

negara Kontrak, bagian-bagiandariwilayah udaradan aerodromes dengan 

menyediakan pelayanan lalu lintas udara. Pelayanan lalu lintas tersebut 

didirikandandiberikan sesuaidengan ketentuan Annex 11 Konvensi Chicago 

1944 , kecuali bahwa, dengan kesepakatan bersama, Negara dapat 

mendelegasikan ke negara lain tanggung jawab untuk membangun dan 

menyediakan layanan lalu lintas udara. Ketentuan Annex 11 Paragraf 2.1 

menjelaskan jika suatu negara mendelegasikan ruang udaranya kepada negara 

lain, maka tanggung jawab terhadap pengelolaan tersebut di atas teritorial 

negara yang bersangkutan, tidak akan mengesampingkan kedaulatan negara 

yang mendelegasikan. Dengan kata lain, negara lain yang mengelola hanya 

terbatas pada permasalahan teknis dan operasional, dan tidak akan keluar dari 

konteks keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas yang menggunakan 

airspace tersebut dan selanjutnya dibutuhkan suatu perjanjian antara kedua 

belah pihak yang berisi persyaratan-persyaratan tentang pelayanan yang 

mencakup fasilitas dan tingkat pelayanan yang akan diberikan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

berupa saran-saran sebagai berikut: 

1. Dalam hubungan diplomatik, Perlu disadari bahwa Perjanjian FIR 

Indonesia-Singapura 1995 ini telah diisyaratkan pada Ketentuan Pasal 

458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 

untuk dilakukan peninjaun kembali. Penulis menyarankan sebaiknya 

Pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama 

dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Otoritas 

Pertahanan Keamanan Republik Indonesia untuk mengadakan 

Perundingan dengan Pihak Pemerintah Singapura dan Dewan ICAO. 

Hal ini untuk mencegah terjadinya permasalahan yang menganggu 

stabilitas hubungan antar negara. Selain melakukan perundingan 

diplomatic dengan Negara Singapura, ada baiknya negara Indonesia 

melakukan perundingan diplomatik dengan negara-negara tetangga 

seperti Malaysia.  

2. Dalam hal Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional di bidang 

udara, sebaiknya Pemerintah Indonesia segera mungkin menempatkan 

perwakilan-perwakilannya dalam keikutsertaannya di ICAO. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya perwakilan Negara Indonesia, hal yang 

menjadi kehendak Indonesia dalam bidang udara bisa dikemukakan 

dihadapan Dewan ICAO dan Negara-negara Peserta. Karena sampai 
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saat ini saja Indonesia belum menempatkan perwakilan-perwakilannya 

di ICAO. 

3. Dalam hal Pengambilalihan Pelayanan Navigasi (FIR), sebaiknya 

negara Indonesia tidak gegabah dan harus bersikap hati-hati. Karena 

perlu disadari bahwa untuk pengambilalihan FIR tersebut standar yang 

dimiliki Negara Indonesia haruslah sama atau diatas lebih baik dari 

Negara Singapura. Sehingga langkah awal Negara Indonesia adalah 

memperbaiki system Pelayanan transportasi di bidang udara serta 

memberikan pelayanan sesuai dengan standar ICAO. Selanjutnya 

mempersiapkan rencana-rencana yang di susun dalam draft yang 

mencangkup perbaikan system pelayanan di bidang udara, 

meningkatkan kualitas  sumber daya manusia serta membangun 

system pelayanan navigasi yang layak dan pantas sesuai denga standar 

ICAO. 
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